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 Kata Pengantar 
 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 

Jenderal Kementerian Perhubungan disusun untuk 

menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana 

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun               

2015-2019.  Perubahan tersebut  meliputi beberapa 

rencana  aksi dalam membenahi insfrastruktur 

pengawasan untuk peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Strategi peningkatan tersebut dihasilkan pada saat 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 

pada tahun 2015 yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Instansi 

Pemerintah, Pimpinan APIP Pusat dan Daerah dan dibuka oleh Bapak 

Presiden Jokowi, salah satunya agenda utama dalam Rakornas tersebut 

adalah upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP 

dengan menjadikan bagian dari dokumen perencanaan (Rencana 

Strategis) di seluruh Kementerian dan Lembaga.  

Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan 

meletakan Sasaran Strategis ke Sembilan terhadap peningkatan kualitas 

pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perhubungan, 

sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui Indikator Kinerja ke Enam 

Belas dengan parameter persentase pencapaian pemenuhan Elemen 

Internal Audit Capability Model (IACM) terhadap kapabilitas tata kelola 

pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Presiden juga 

telah menetapkan bahwa pada tahun 2019 seluruh APIP di Intansi 

Pemerintah 85% sudah berada di level ke 3 dengan istilah Integrated yang 

berarti bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara 

seragam dan telah selaras dengan standar audit yang ada. Untuk mencapai 

target yang ditetapkan oleh Bapak Bapak Presiden, BPKP menjadikan hal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Kondisi Umum 
Penilaian tata kapabilitas tata kelola pengawasan intern terhadap 417 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan oleh BPKP, 

penilaian tersebut merupakan penilaian yang pertama dan dilakukan pada 

bulan Desember 2014. Metode atau model yang dingunakan adalah 

Internal Audit Capability Model (IA-CM), hasilnya cukup mencegangkan 

bahwa sebanyak 11.9 % APIP berada pada level 2 (Infrastructure) dan 

sebanyak 88,1% masih berada pada level 1 (Initial).  Hasil tersebut juga 

telah disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan di Aula Gandhi 

Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

pada tanggal 23 Mei 2015, dimana peserta Rakornas meliputi berbagai 

Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan APIP dan dibuka oleh Bapak 

Presiden Jokowi. Menanggapi penyampaian hasil terhadap potret 

kapabilitas APIP saat itu, Bapak Presiden merasa prihatin atas kondisi 

tersebut, APIP akan sulit berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. 

Sehingga secara khusus Bapak Presiden memberi target waktu lima tahun 

kepada BPKP untuk membenahi infrastruktur pengawasan agar kapabilitas 

APIP dapat segera membaik.  

Dalam rangka memaksimalisasi amanat dan target yang diberikan oleh 

Presiden, terdapat beberapa rencana aksi yang telah disusun setelah 

pelaksanaa Rakornas tersebut, seperti kebijakan peningkatan kapabilitas 

APIP pusat dan daerah, peningkatan kapabilitas APIP harus menjadi 

bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D&Renstra) Instansi 

Pemerintah, tersusunnya grand design peningkatan kapabilitas APIP dan 
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tersusunnya roadmap peningkatan kapabilitas menuju level 3. Level 

tersebut menpunyai inisial atau kategori dengan istilah Integrated dimana 

APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan 

dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,manajemen risiko dan 

pengendalian intern. Kondisi tersebutlah yang ditargetkan oleh Presiden 

sudah 85% pada tahun 2019 bagi seluruh APIP. 

Beberapa hal diatas merepresentasikan bahwa peran Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis  dan bergerak 

mengikuti kebutuhan zaman dalam peningkatan sisi akuntabilitas tata 

kelola kepemerintahan. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang 

dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi 

pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah 

satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah 

pada   pemerintahan/birokrasi  yang  bersih (clean  government). 

Dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi 

pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 

189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern 

Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis 

dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan 

organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi early warning dari segala bentuk 

penyimpangan yang akan terjadi. 

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih 

bersifat watchdog atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, 

berorintasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang 

memberi kesempatan pada Auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan 

paragima baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur counseling 
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partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, 

maupun konsultatif guna  memberikan solusi atas masalah dan hambatan 

yang di hadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan 

kedepan diharapkan bersifat catalyst dan guality assurance dimana peran 

pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk 

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang 

berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang bersifat represif dan 

korektif. 

Rangkaian poin harapan dan target di atas menjadi salah satu landasan 

Inspektorat Jenderal perlu mereviu dan mengkaji kembali seluruh 

instrument-instrumen yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat 

Jenderal 2015-2019, dimana indkitator ouput dan outcome pengawasan 

internal dapat berkontribusi dalam mewujudkan konektivitas nasional yang 

handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. 

 

1.2. Potensi dan Masalah 
Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola 

pengawasan pengawasan internal ke depan sebagai berikut: 

1. Kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan pemberantasan KKN  

yang diamanatkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah; 

3. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui Internal Audit 

Capability Model (IACM) yang merupakan salah satu alat digunakan 

untuk mengukur efektivitas peran audit intern disetiap instansi 

pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset 
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Asosiasi Audit Intern di dunia (IIA) yaitu The Institute of Internal Auditor 

Research Foundation (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model 

pada tahun 2009. 

4. Dicabutnya semua perangkat profesi audit yang ditetapkan oleh 

Kementerian PAN & RB dengan memberlakukan semua perangkat 

profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) 

yang meliputi Standat Audit, Kode Etik dan Mekanisme Telaahan 

Sejawat; 

5. Kebijakan  pemerintah untuk  mewujudkan  tata  kepemerintahan yang  

baik; 

6. (good governance) serta mewujudkan pelayanan prima kepada 

masyarakat; 

7. Perkembangan   sistem   teknologi   dan   informasi   yang   semakin   

canggih; 

8. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat 

maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan; 

9. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak 

terhadap peningkatan mutu pengawasan. 

 

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal 

terdahap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh 

objek audit yang ada; 

2. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Inspektorat 

Jenderal, khususnya sertifikasi-sertifikasi keahlian terkait pemeriksaan 

internal sector transportasi; 

3. Sistem kendali mutu pengawasan belum di implementasikan secara 

optimal: 
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4. Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh   

memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan 

masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan. 

5. Belum Optimalnya kerjasama pengawasan pembangunan bidang 

transpotasi.  

6. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Itjen sebagai 

consulting partner 

 

1.3. Peningkatan Kapabilitas APIP 
Penilaian kematangan kapabilitas APIP dilakukan menggunakan model 

Internal Audit Capability Model  (IACM).  Model tersebut merupakan sebuah 

kerangka kerja universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan 

proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas 

audit intern. IACM terdiri dari 5 level kapabilitas progresif yaitu: 

1. Level satu dengan kategori Initial; 

2. Level dua dengan kategori Infrastructure; 

3. Level tiga dengan kategori Integrated; 

4. Level empat dengan kategori Managed; 

5. Level lima dengan kategori Optimizing. 

Setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern. 

Dengan meningkatnya ukuran, kompleksitas, atau profil resiko organisasi, 

maka dibutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada lingkup 

internasional, level tertinggi yang dapat diraih oleh unit audit intern 

pemerintah sejauh ini ialah level IV, yang berhasil diraih oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan Afrika Selatan. 

Berkaca pada standar internasional dan tingginya tingkat korupsi di 

Indonesia, maka Presiden Joko Widodo telah meminta kepada seluruh 

pimpinan Kementerian dan Lembaga dan seluruh APIP di Indonesia untuk 

segera berbenah menyongsong masa depan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara dan yang lebih baik. Presiden menargetkan agar dalam 
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lima tahun ke depan, APIP yang berada dalam level integrated dapat 

bertambah hingga menjadi 85 persen dari total  628 APIP pusat dan daerah 

(data per 30 Juni 2016). Reformasi birokrasi di ranah pengawasan intern 

pemerintah ini telah berhasil meningkatkan jumlah APIP yang berada di 

level tiga atau dengan inisial integrated, yang pada awalnya hanya satu 

APIP yang berada di level 3 (posisi 31 Desember 2019) meningkat menjadi 

25 APIP, rincian peningkatannya sebgaimana dalam table berikut: 

Table 1.1 
Peningkatan Level Kapabilitas APIP 2014-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

sumber: BPKP 

Dari sisi kelembagaan struktur organisasi APIP di Instansi Pemerintah 

mengalami peningkatan, menyesuaikan dibentuknya Badan atau Lembaga 

Non Departemen oleh Pemerintah. Dalam organisasi tersebut harus ada 

keberadan fungsi pengawasan internal, peningkatan tersebut ditandai 

dengan peningkatan sebesar 16% yang semula hanya 474 menjadi 632 

APIP yang ada. Peningkatan kehadiran APIP juga diimbangi dengan 

peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level tiga atau dengan 

inisial integrated. Pada posisi 31 Desember 2016 telah terdapat 25 APIP 
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Pusat dan Daerah yang sudah berada di level tiga, diantaranya delapan 

APIP Pusat, sepuluh APIP Kabupaten, tiga APIP Provinsi dan empat APIP 

Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sendiri sudah berada 

pada level 3 dari bulan Juli 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa 

catatan untuk mendapat kategori level tiga penuh. Seluruh catatan tersebut 

akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal salah satunya dengan 

menyesuaikan secara berjenjang antara sasaran, program dan kegiatan 

yang ditetapkan dengan indikator kinerja yang disusun melalui Reviu 

Rencana Strategis ini. 

1.4. Maksud dan Tujuan 
Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 

Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman lebih lanjut dalam 

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Perhubungan dengan menyesuaian perubahan-perubahan sasaran, tujuan, 

tujuan dan indikator yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana 

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, disamping itu 

Renstra ini disusun juga untuk meningkatkan perwujudan misi atas visi 

Inspektorat Jenderal yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan 

amanah. 

2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan. 

3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 

Perhubungan. 

5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang. 

6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 
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BAB II 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 
 

2.1. Visi 
2.1.1. Presiden 

 

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong’’ 
 
2.1.2. Kementerian Perhubungan 

 

“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal,  

Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” 

 

2.1.3. Inspektorat Jenderal 

Mengalir dari big picture di atas keadaan   yang   ingin   dicapai   oleh   

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selama 5 (lima)   tahun 

kedepan dapat berkontribusi terhadap capaian strategis pembangunan 

nasional melalui capaian strategis kementerian, adapun visi tersebut 

adalah: 
 

“Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu 

 atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan 

konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing  

dan memberikan nilai tambah” 
2.2. Misi 
2.2.1. Presiden 

 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah,  

2. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan; 

3. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

4. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 

5. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera; 
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6. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 

8. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

2.2.2. Kementerian Perhubungan 

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya 

peningkatan pelayanan jasa transportasi; 

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar 

wilayah; 

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; 

4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi 

5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan 

infrastruktur sektor transportasi; 

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum 

secara konsisten; 

7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi 

yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. 

 

2.2.3. Inspektorat Jenderal 

Rumusan umum  mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan adalah: 

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan 

amanah; 

2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan 

3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 

4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 

Perhubungan; 

5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang; 

6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 

 

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing- 

masing misi adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan 

amanah 

Dalam upaya peningkatan pengawasan intern, pelaksanaan 

pengawasan intern yang diterapkanoleh seluruh jajaran Inspektorat 
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Jenderal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika 

sebagai berikut: 

a. Perilaku  profesional  adalah tindak tanduk yang merupakan ciri,  

mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana 

memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor 

intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten 

dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala 

perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada     

profesi pengawasan intern atau organisasi. 

b. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan 

kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang 

memancarkan kewibawaan dan kejujuran.  Integritas auditor intern 

pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian 

memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. 

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan 

wajar dan keadaan yang sebenarnya. 

c. Amanah yang mana merupakan sebuah tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan secara baik dan benar  

2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan 

Pola monitoring dan evaluasi banyak dilakukan oleh mitrak kerja 

Kementerian Perhubungan. Salah satu pola monitoring dan evaluasi 

yang ada di Kementerian Perhubungan adalah dengan melakukan 

spending review, melalui hal tersebut Inspektorat Jenderal harus 

mendorong seluruh instumen yang digunakan dalam pencapaian tujuan 

tidak hanya dari sisi ketepatan waktu, akan tetapi juga efisien. 

3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

Meningkatnya kepatuhan terhadap mandat berbagai kebijakan yang ada 

di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kebijakan yang 

ditetapkan tidak memperpanjang proses birokrasi sebagaimana amanat 

pemerintah. 

4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 

Perhubungan 

Hal ini dapat terlihat melalui peningkatan secara holistik maturitas 

tingkatan level dalam SPIP dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 

meningkatnya kepatuhan peningkatan dokumen-dokumen akuntabilitas 

pada level tertentu sehingga monitoring dan evaluasinya dapat dengan 

mudah diketahui dari sisi output dan outcome.  
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang. 

Dalam hal ini upaya-upaya melalui public compaign harus lebih intensif 

dan selaras dengan penyediaan sarana pengaduan khususnya yang 
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terkait wisthleblowing system terhadap jumlah pengaduan yang 

ditindaklanjuti. 

6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 

Kesuksesan pelaksanaan audit adalah bukan dari banyaknya jumlah 

hasil temuan akan tetapi kecepatan atau ketepatan tindak lanjut hasil 

audit serta kemampuan auiditi dalam menindaklanjuti rekomendasi 

kontruktif yang di berikan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan 

Pengawasan Internal 

 

2.3. Tujuan 
2.3.1. Kementerian Perhubungan 

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan 

adalah :  

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah; 
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan; 
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana 

transportasi; 
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; 
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, 

perbatasan, terluar dan terpencil. 
 

2.3.2. Inspektorat Jenderal 

Tujuan  strategis   disusun   berdasarkan   hasil   identifikasi   potensi   dan  

permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan 

melaksanakan misi Inspektorat Jenderal, maka tujuan pembangunan 

adalah; 

“Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan 

pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses 

pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di 

lingkungan Kemenhub” 

2.4. Sasaran Strategis 
 

2.4.1. Kementerian Perhubungan 

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan 

kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari 

beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan 

dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 

Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian 

pembangunan tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Kementerian 

Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode Balanced 
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Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu stakeholder 

perspective, costumer perspective, internal proses perspective dan learning 

and growth perspective sebagai berikut: 

Gambar. 2.1 

Peta Strategis Kementerian Perhubungan 

 

  Sumber  KP 873 Tahun 2017 

 

2.4.2. Inspektorat Jenderal 

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal diturunkan dari sasaran strategis ke 

sembilan pada  Kementerian Perhubungan dan sasaran tersebut berada 

dalam perspektif internal proses yang mengunakan metode balance 
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scorecard. Perspektif tersebut mengidentifikasi faktor kritis dalam proses 

internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang 

menjadi kebutuhan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja 

melalui persentase tingkat keberhasilan pengawasan, adapun sasaran 

strategis Inspektorat Jenderal terbagi menjadi tujuh sasaran strategis dan 

terdapat sebelas indikator kinerja utama di dalamnya yang dibagi menjadi 

tiga perspektif dalam metode balance scorecard sebagai gambar di bawah 

ini: 

Gambar. 2.1 

Peta Strategis Inspektorat Jenderal 

 

 

Secara rinci sasaran pengawasan internal Inspektorat Jenderal (ITJEN) 

tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Customer Perspective 
Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan 

kinerja pelayanan jasa transportasi maka sasaran strategis pertama 
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(SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya good government di 

lingkungan Kemenhub, dengan indikator kinerja utama meliputi: 

a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara; 

b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN. 

 
2. Internal Process Perspective 

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan 

kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis 

kedua (SS.2) tersedianya Pedoman Pengawasan Internal dan ketiga 

terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) 

dengan indikator kinerja utama meliputi: 

a. Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal; 

b. Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah 

ditetapkan; 

c. Persentase elemen IACM yang mencapai level 3. 

  

3. Learn And Growth Perspective 
Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan 

kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis 

keempat (SS.4) tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten, 

kelima (SS.5) tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN 

Kemenhub, keenam (SS.6) dan ketujuh (SS.7) terwujudnya good 
government di lingkungan ITJEN terkelolanya anggaran ITJEN secara 

optimal dengan indikator kinerja utaman meliputi: 

a. Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan 

kompetensi; 

b. Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT; 

c. Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 

d. Nilai implementasi SAKIP ITJEN; 

e. Tingkat maturitas SPIP ITJEN; 

f. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. 

Sasaran pengawasan internal pada prinsipnya harus sejalan dengan 

sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan dan 

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi 

yang memberikan pemahaman bahwa sasaran peningkatan kinerja 

pelayanan jasa transportasi dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran 

pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada 

akuntabilitas pengelolaan rangkaian aktivitas di seluruh lingkungan 

Kementerian Perhubungan terhadap pengunaan APBN.  
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LInearlitas sasaran Kementerian Perhubungan dengan 9 agenda prioritas 

nasional (Nawa Cita) selanjutnya harus bisa di jabarkan kepada sasaran 

sasaran strategis yang akan disusun oleh para Unit Kerja Eselon I dalam 

pencapaian sasaran strategis Kementerian. Inspektorat Jenderal 

mempunyai kontribusi logis dan ruang dalam pencapaian sasaran tersebut 

pada sasaran strategis kesembilan Kementerian Perhubungan. Konsep 

perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi yang 

disusun telah mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 

(lima) tahun ke depan, melalui pendekatan isu strategis transportasi dan 

perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan, menyikapi 

hal tersebut telah ditetapkan program penguatan pengawasan di seluruh 

Kementerian dan Lembaga dengan beberapa kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagai prioritas.  

Pada akhirnya seluruh rangkaian proses tersebut merupakan sebuah big 
picture yang akan membawa sinergitas pembangunan transportasi lebih 

terpadu untuk mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan 

transportasi secara holistic dengan membawa perubahan terhadap 

peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan 

bijaksana. 
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BAB III 
CAPAIAN SASARAN PENGAWASAN 2015-2016 

 

3.1. Capaian Sasaran Pengawasan 2015-2016 
Dalam pencapaian sasaran pengawasan 2015 sd 2016 Inspektorat 

Jenderal membagi menjadi dua kategori sebagai berikut: 

3.1.1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan 

Clean Governance 

Capaian ini terdiri dapat dilihat dari beberapa capaian dalam berbagai 

indikator yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Persentase   Kebocoran   Keuangan   Negara 

Klasifikasi Temuan Persentase  Kebocoran  Keuangan  Negara  terdiri  

dari Kerugian Negara, Potensi Kerugian Negara, Kekurangan 

Penerimaan Negara, Administrasi,   dan   lndikasi  Tindak   Pidana.  Pada  

tahun   2016 capaiannya  mencapai 68,9 %, dimana jumlah   auditi   di   

lingkungan  Kementerian Perhubungan  sebanyak  617   auditi  Dari  

keseluruhan   auditi   tersebut,   lnspektorat Jenderal  melaksanakan  

Audit  Kinerja  dan  Audit  Pengadaan Barang/Jasa  terhadap  411  

(66,61 %) Auditi  dengan  temuan  kerugian negara   senilai 

Rp123.030.371.445,57.   Sedangkan  pada tahun 2015,terhadap   399   

auditi   dari   632   (63, 13%)   auditi temuan   kerugian negara  senilai 

Rp54.194.640.981,85. lndikator  Kinerja pertama ini merupakan IKU 

minimize  dan  perhitungannya bukan   akumulatif   sehingga   target   

setahun   tidak   diturunkan   per triwulan, grafik capaian per triwulan 

adalah sebagaimana  berikut: 

Grafik 3.1 
Capaian Triwulan 

 Persentase Kebocoran Keuangan Negara 

 
                       Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 
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2. Persentase Temuan Terkait  3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) 
Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 115,90% atau mengalami 

penurunan sebesar 14,31% target yang ditetapkan, dengan rincian 

sebagaimana berikut: 

 
Tabel  3.1 

 Persentase Temuan Terkait 3E 

No Klasifikasi Temuan Tahun 
2015 

Tahun 
2016 % 

1. Ketidakhematan/Pemborosan/ 

Ketidakekonomisan 
72 31 43,06 

2. Ketidakefisienan 32 6 18,75 

3. Ketidakefektifan 295 265 89,83 

Jumlah 399 302 75,69 
Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

 

Sedangkan Indikator Kinerja 2 juga merupakan IKU minimize sehingga 

target tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian 

per triwulan adalah sebagai berikut: 

 

Grafik  3.2 

Capaian Triwulan Persentase Temuan Terkait 3E  

(Efektif, Efisien, Ekonomis) 

 
Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 
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3. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern 

Indikator Kinerja 3 yaitu Persentase Temuan Terhadap Sistem 
Pengendalian Intern memiliki meta indikator adalah Ʃ Temuan terkait SPI 

tahun berjalan / Ʃ Temuan terkait SPI tahun sebelumnya x 100%. 

 

Tabel 3.2 

Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern 

Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

 
Pada tahun 2016, Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 96,04% 

atau jumlah temuan mengalami kenaikan sebesar 9,04% dari target.  

Berdasarkan Peraturan  Menteri PAN dan RB untuk capaian Indikator  

Kinerja Negatif (IKU Minimize) semakin rendah capaian maka kinerja 

semakin baik. Indikator tesebut merupakan IKU minimize sehingga target 

tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per 

triwulan adalah sebagai berikut: 

 

Grafik 3.3 

Capaian Triwulan Persentase Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 

 
           Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

No Klasifikasi Temuan Tahun 
2015 

Tahun 
2016 % 

1 Kelemahan Sistem Pengendalian 

Akuntansi dan Pelaporan 
198 185 93,43 

2 Kelemahan Sistem Pengendalian 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja 

417 298 71,46 

3 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 271 346 127,68 

Jumlah 886 829 93,57 
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4. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan 
Capaian indikator kinerja rata-rata adalah 36,98 %, atau mengalami 

kenaikan sebesar 56,72% dari target yang ditetapkan. 

Indikator Kinerja 4 juga merupakan IKU minimize sehingga target 

tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per 

triwulan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Persentase Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 

No Klasifikasi Temuan Tahun 
2015 

Tahun 
2016 % 

1. Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ 

Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ 

Daerah 

189 322 170,37 

2. Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian 

Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan  Milik 

Negara 

61 93 152,46 

3. Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau 

Perusahaan Milik Negara/Daerah 
91 161 176,92 

4. Administrasi 391 494 126,34 

5. Indikasi Tindak Pidana 0 4 ~ 

 Jumlah 732 1074 146,72 
 Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

Indikator Kinerja 4 juga merupakan IKU minimize sehingga target tahunan tidak 

diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagai 

berikut : 

Grafik 3.4 
Capaian Triwulan Persentase 

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 
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5. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti 

Presentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti sebesar 

90,07% atau mencapai 112,59% dari target 80%. Target setahun 

diturunkan menjadi target triwulan, dengan memperhatikan bahwa 

pelaksanaan audit tahun berjalan baru dilaksanakan bulan Februari dan 

pemantauan dilaksanakan mulai bulan Februari untuk tahun 

sebelumnya dan bulan April untuk tahun berjalan. Capaian kinerja per 

triwulan adalah sebagaimana berikut: 

Grafik 3.5 
Persentase Rekomendasi 

Hasil  Audit  yang Ditindaklanjuti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

3.2. Meningkatnya Kapabilitas SDM Pengawasan 
Dalam capaian ini, focus utama Inspektorat Jenderal adalah dalam 

peningkatan dan pengembangan SDM pengawasan melalui prosesntase 

sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Pegawai 

Inspektorat Jenderal secara keseluruhan.  

Sampai dengan 31 Desember 2016, pegawai Inspektorat Jenderal yang 

memiliki sertifikasi JFA adalah sebanyak 195 pegawai atau mencapai 97,50 

% dari target 200 pegawai.  Rincian capaian kinerja per triwulan adalah 

sebagaimana berikut: 
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Grafik 3.6 
Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal 

yang Memiliki Sertifikasi JFA

 

   Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016 

 

Secara garis besar bahwa capaian-capaian diatas manyampaikan 

pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Inspektorat Jenderal  Tahun 2015 – 2019 beserta perubahannya. 

Saat ini Inspektorat Jenderal telah menetapkan dua sasaran strategis yang 

dicapai dalam tahun 2016. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur 

dengan enam indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang 

dilakukan, secara umum dapat disimpulkan rata-rata capaian Inspektorat 

Jenderal adalah sebesar 87,79%.   

Beberapa analisa singkat capaian terkait dengan pencapaian indikator 

kinerja adalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kebocoran Keuangan Negara, IKU 

Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern, dan IKU 

Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan tidak mencapai 

target dikarenakan analisis faktor risiko yang digunakan dalam penyusunan 

PKAT membuat ruang lingkup audit menjadi lebih terfokus. Selain 

mengunakan enam faktor risiko, juga dilakukan pembobotan dalam 

menentukan risiko masing-masing auditi sehingga auditi dengan risiko sangat 

tinggi dan tinggi lebih diutamakan, dan dapat dilakukan audit lebih dari sekali 

dalam setahun.  
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2. Selain itu, ketidaktercapaian target juga disebabkan peningkatan kualitas 

pelaksanaan audit internal yang baik tidak diikuti dengan peningkatan peran 

Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan katalis secara maksimal. 

3. Indikator kinerja Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat 

JFA seharusnya terealisasi sebesar 183,33% karena dari target 

penambahan enam pegawai terealisasi penambahan sebesar sebelas 

pegawai. Akan tetapi pada tahun 2016, terdapat kebijakan untuk melakukan 

mutasi delapan pegawai ke unit kerja Eselon I lain serta dua pegawai pensiun 

sehingga jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA 

hanya 195 pegawai atau sebesar 97,5%. 

4. Persentase kebocoran keuangan negara dan jumlah temuan yang 

meningkat juga diikuti dengan peningkatan persentase rekomendasi hasil 

audit yang ditindaklanjuti. Capaian persentase rekomendasi hasil audit yang 

ditindaklanjuti mencapai 90,07%. Untuk persentase rekomendasi hasil audit 

yang ditindaklajuti tahun 2016 saja sebesar 78,37% dan yang telah 

ditindalanjuti secara tuntas adalah sebesar 41,36%. Untuk persentase 

rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti secara keseluruhan sampai 

dengan tahun 2016 adalah sebesar 98,56% dan yang telah ditindaklanjuti 

secara tuntas adalah sebesar 94,69%. 

5. Berdasarkan kode temuan, dua kode temuan mengalami penurunan, yaitu 

temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) dan temuan terhadap 

sistem pengendalian intern. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, 

Ekonomis) pada tahun 2015 berjumlah 399 temuan, sedangkan pada tahun 

2016 berjumlah 302 temuan, sehingga terjadi penurunan jumlah temuan 

terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) sebesar 24,31 % dari tahun 

sebelumnya.  

6. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2015 

berjumlah 886 temuan, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 829 temuan 

sehingga terjadi penurunan jumlah temuan sebesar 6,43 % dari tahun 

sebelumnya. Namun penurunan tersebut masih cukup rendah sehingga tidak 

mencapai target.  

7. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan pada tahun 2015 berjumlah 732 temuan sedangkan pada tahun 

2016 berjumlah 1.074 temuan, sehingga jumlah temuan mengalami kenaikan 

sebesar 31,84 % dari tahun sebelumnya. 
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BAB IV 

ARAH   KEBIJAKAN, STRATEGI,   

KERANGKA REGULASI   DAN   KELEMBAGAAN 
 

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi 
Arah kebijakan dan strategi Inspekorat Jenderal harus selaras secara 

berjenjang dimulai dengan arah kebijakan dan strategi di Kementerian 

Perhubungan selanjutnya dengan arah kebijakan dan strategi nasional. 

4.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, 

maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai 

sasaran utama yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan 

adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun 

konektivitas nasional.  

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu 

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya 

agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah 

membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan 

pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. 
 

4.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 
Sedangkan untuk beberapa hal yang sejalan dengan visi Kementerian 

Perhubungan ‘’Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya 
Saing dan Memberikan Nilai Tambah”  telah ditetapkan beberapa sasaran 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan 

Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas 

Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, dengan arah kebijakan 

Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan 

Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas 

Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan. 

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan arah 

kebijakan Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. 

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi, 

dengan arah kebijakan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan 

Prasarana Transportasi. 
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4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan 

arah kebijakan Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana 

Transportasi. 

5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil, dengan arah kebijakan 

Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, 

Perbatasan, Terluar dan Terpencil. 

6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan 

Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Perumusan 

Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi. 

7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, 

dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di 

bidang Transportasi. 

8. Meningkatnya Kualitas Penelitian sesuai dengan Kebutuhan, dengan 

arah kebijakan Meningkatkan Kualitas Penelitian sesuai dengan 

Kebutuhan. 

9. Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di 

Lingkungan Kemenhub, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas 

Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub. 

10. Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan 

profesional, dengan arah kebijakan Menyediakan SDM Kementerian 

Perhubungan yang kompeten dan professional. 

11. Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Kementerian 

Perhubungan, dengan arah kebijakan Mewujudkan Good Governance 

and Clean Government di Kementerian Perhubungan. 
 

4.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal 
Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal terdapat dalam Arah 

Kebijakan dan Strategi ke sembilan Kementerian Perhubungan. 

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah 

“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan 
amanah”. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus 

bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah 

dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan 

mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) di 

lingkungan Kementerian Perhubungan.  

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh 

Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: 
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1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan 

quality assurance; 
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; 

3. Meningkatkan kuatitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pengawasan. 

Sedangkan dalam implementasinya, sebagai acuan teknis terhadap 

sasaran dan prioritas pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Perhubungan, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KP. 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern 

Kementerian Perhubungan yang terdiri dari:  

1. Reorientasi peran pengawsasan; 

2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan; 

3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

Berdasarkan tiga poin besar di atas, Kebijakan Pengawasan Intern tersebut 

diuraikan secara rinci setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang ada. Penyesuain itu setiap tahunnya ditetapkan dalam Program Kerja 

Pengawasan Tahunan (PKPT) tentunya mengacu dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) serta untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil 

pengawasannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan.  

 

4.2. Kerangka Regulasi 
Menindaklanjuti implementasi arah kebijakan dan strategi pengawasan 

tahun 2015-2019, telah terdapat beberapa kerangka regulasi pengawasan 

untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses, etika dan pelaporan 

sebagai berikut:  

1. Regulasi perencanaan pengawasan 
a. Kebijakan pengawasan intern 
b. Audit internal charter  
c. Program kerja pengawasan tahunan  
d. Tata cara tetap pengawasan intern 
e. Petunjuk pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran di 

lingkungan kementerian perhubungan 
f. Petunjuk reviu revisi anggaran unit kerja di lingkungan kementerian 

perhubungan 

g. Pedoman penugasan audit investigatif 
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h. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di 

kingkungan Kementerian Perhubungan 

2. Regulasi terkait perangkat profesi pengawasan internal 
a. Standar Audit  
b. Kode Etik 
c. Telahaan Sejawat 

3. Regulasi pelaksanaan pengawasan  
a. Pedoman Kendali Mutu Audit 
b. Pedoman Umum Audit Itjen Kemenhub 

c. Kebijakan dan Action Plan Pemberian Penghargaan Bagi Tim Audit 
Terbaik Itjen Kemenhub. 

4. Regulasi pelaporan pengawasan  
a. Petunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemantauan tindak lanjut 

hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan 

b. Peraturan tentang pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pusat 

dan Wilayah 

c. Pedoman Penyusunan, Penyampaian Dan Penyimpanan Laporan 

Hasil Audit Itjen Kemenhub 

5. Regulasi pengendalian pengawasan 
a. Pedoman Telahaan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal Di 

lingkungan Kementerian Perhubungan 
b. pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi di  Lingkungan Kementerian Perhubungan 
c. Petunjuk teknis penanganan dan tindak lanjut pengaduan 
d. Penilaian kinerja  
e. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang 

 

4.3. Kerangka Kelembagaan 
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga yang digunakan   

untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan 

 

   

 



  
`                    

 

` AMANAH PROFESIONAL INTEGRITAS 

 
 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal 

 

  Sumber PM 189 tahun 2015 
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BAB V 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

 
5.1. Target Kinerja 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 
disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, 
yang dijabarkan dari sasaran startegis yang dibagi dalam tiga perspektif 
dengan uraian detail sebagai berikut: 
 

1. Customer Perspective 

Terdiri dari Sasaran Strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah 

Terwujudnya good government dengan dua indikator kinerja utama 

meliputi: 

a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara (IKU.1) yang diukur 

dengan: 
Σ Nilai Kerugian 

Negara 𝑦𝑎𝑛𝑔 
bersifat materil

 Realisasi Anggaran
x100% 

 

b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN yang diukur 

dengan: 

Σ Temuan yang 
ditindaklanjuti < 2 bulan

∑ Temuan
x100% 

 

2. Internal Process Perspective 

Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu: 

a. Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal (SS.2) dengan indikator 

kinerja utama ketiga yaitu Persentase ditetapkannya pedoman 

pengawasan internal (IKU.3) yang diukur dengan: 

 
Σ pedoman yang 

ditetapkan 

∑
pedoman yang 
direncanakan

 

 

 

b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien 

(SS.3) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu: 
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1) Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang 

telah ditetapkan (IKU.5) yang diukur dengan: 

 Σ pernyataan level 3

Jumlah Total
 

2) Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 (IKU.6) yang 

diukur dengan: Σ pegawai

∑ pegawai yang
ikut diklat JFA

 

 

3. Learn And Growth Perspective 

Terdiri dari empat sasaran strategis yaitu: 

a. Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten (SS.4) terdiri dari 

dua indikator kinerja utama yaitu: 

1) Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan 

kompetensi yang diukur dengan: 

 
Σ pegawai yang mengikuti dikla

∑ pegawai 
𝑥100% 

2) Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat 

JFT yang diukur dengan  Σ pegawai

∑ pegawai yang
punya JFA

 

 

b. Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN (SS.5) 

Kemenhub dengan indikator Persentase pemanfaatan aplikasi SIAU 

(IKU.8) yang diukur dengan Jumlah presentase pemanfaatan 

aplikasi (40%), Database (10%), Hardware (20%), Brainware (15%), 

dan Software (10%) dalam sistem informasi pengawasan. 

 

c. Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN (SS.6) yang 

terdiri dari dua indikator utama yaitu:” 

1) Nilai implementasi SAKIP ITJEN (IKU.9) yang diukur dengan 

Pencapaian total skor seluruh komponen dalam lembar kerja 

evaluasi. 
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2) Tingkat maturasi SPIP ITJEN (IKU.10) yang diukur dengan 

capaian skor maturitas SPIP pada level tiga (2.0 ≤ 3.0)               

skala 5. 

 

d. Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal (SS.7) dengan 

indikator utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU.11) 

yang diukur dengan : 
Σ % Capaian Kinerja

∑ % Serapan Anggaran
 

 
5.2. Matrik Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan 

 
Tabel 5.1 

Matrik Indikator Kinerja Utama 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUA
N 

TARGET  

2017 2018 2019 

Terwujudnya 
pengawasan yang 

memberi nilai tambah 
untuk memastikan 
pencapaian tujuan 
Kemenhub melalui 

peningkatan efektifitas 
proses manajemen 

resiko, pengendalian 
intern dan tata kelola 

serta peningkatan 
akuntabilitas aparatur 

di lingkungan 
Kemenhub 

 

CUSTOMER PERSPECTIVE 
SS1 Terwujudnya good 

government di 
lingkungan 
Kemenhub 

IKU1 Persentase Kebocoran 
Keuangan Negara 

% 0,38 0,36 0,35 

IKU2 Persentase Tindak 
Lanjut temuan hasil 
audit ITJEN  

% 85 87 90 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 
SS2 Tersedianya 

Pedoman 
Pengawasan Internal 

IKU3 Persentase 
ditetapkannya pedoman 
pengawasan internal 

% 70 75 80 

SS3 Terselenggaranya 
pengawasan internal 
yang efektif dan 
efisien 

IKU4 Persentase 
pelaksanaan PKPT 
sesuai dengan RPKAT 
yang telah ditetapkan 

% 60 75 80 

IKU5 Persentase elemen 
IACM yang mencapai 
level 3  

% 90  
 

95  
 

100  
 

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 
SS4 Tersedianya Aparatur 

pengawasan yang 
kompeten 

IKU6 Persentase aparatur 
pengawasan yang 
mengikuti peningkatan 
kompetensi 

% 90 91 93 

IKU7 Rasio peningkatan SDM 
pengawasan yang 
memiliki sertifikat JFT 

Rasio 0,60 0,70 0,73 

SS5 Tersedianya 
informasi yang akurat 
di lingkungan ITJEN 
Kemenhub 

IKU8 Persentase 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan 
komunikasi  

% 25 35 50 

SS6 Terwujudnya good 
government di 
lingkungan ITJEN 

IKU9 Nilai implementasi 
SAKIP ITJEN 

Nilai 
Akip 

80 81 82 

IKU10 Tingkat maturitas SPIP 
ITJEN 

Level 1 2 3 

SS7 Terkelolanya 
anggaran ITJEN 
secara optimal 

IKU11 Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

% 80 82 85 
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Tabel 5.2 

Kerangka Pendanaan 

RPJMN Alokasi RPJMN Indikasi RPJMN Rencana 

Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Persentase Tindak Lanjut temuan hasil 

audit ITJEN 

Tersedianya Pedoman 

Pengaw asan Internal

Persentase ditetapkannya pedoman 

pengaw asan internal

Persentase pelaksanaan PKPT sesuai 

dengan RPKAT yang telah ditetapkan

Persentase aparatur pengaw asan yang 

mengikuti peningkatan kompetensi

Rasio peningkatan SDM pengaw asan 

yang memiliki sertif ikat JFT

Tersedianya informasi yang 

akurat di lingkungan ITJEN 

Kemenhub

Persentase pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Nilai implementasi SAKIP ITJEN

Tingkat maturitas SPIP ITJEN

Terkelolanya anggaran ITJEN 

secara optimal

Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya pengawasan
yang memberi nilai
tambah untuk
memastikan pencapaian
tujuan Kemenhub melalui
peningkatan efektifitas
proses manajemen
resiko, pengendalian
intern dan tata kelola serta 
peningkatan akuntabilitas
aparatur di lingkungan
Kemenhub

Terw ujudnya good government 

di lingkungan Kemenhub

116,2

Terselenggaranya pengaw asan 

internal yang efektif dan efisien Persentase elemen IACM yang mencapai 

level 3 

106,1

Alokasi (Rp Milyar)

CUSTOMER PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

110,5 122,9 120,7

2017 2018 2019

Tersedianya Aparatur 

pengaw asan yang kompeten

Terw ujudnya good government 

di lingkungan ITJEN

90.3
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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

 Naskah Perubahan/Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) Inspektorat 

Jenderal Tahun 2015 - 2019 ini 

merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan 

Inspektur Jenderal Tentang Reviu 

Rencana Strategis Inspektorat 

Jenderal Tahun 2015 - 2019, yang akan 

menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam 

melaksanakan kebijakan dan program pengawasan internal di 

lingkungan Kementerian Perhubungan dan menjadi pedoman 

pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan unit kerja Eselon II di 

Inspektorat Jenderal sebagai berikut: 

1. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal secara bersama-sama 

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis 

Inspektorat Jenderal Tahun 2015 sd 2019 dengan sebaik-baiknya. 

2. Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal menjadi acuan bagi Unit 

Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menyusun kembali  

Rencana Strategis tahun 2015 sd 2019.  

3. Inspektorat Jenderal berkewajiban menjaga konsistensi antara Reviu 

Renstra Inspektorat Jenderal dengan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon 

II di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

4. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Inspektorat 

Jenderal 2015-2019, masing-masing Unit Eselon II di lingkungan 

Inspektorat Jenderal berkewajiban melaksanakan pemantauan dan 


































































	1 Cover Reviu Rensta Itjen.pdf (p.1)
	2 Kata Pengantar 1.pdf (p.2)
	3 Kata Pengantar ttd.pdf (p.3)
	4 daftar isi _piagam.pdf (p.4-5)
	5 daftar tabel _baru.pdf (p.6)
	6 daftar garafik _baru reviu renstra.pdf (p.7)
	7 daftar gambar _baru reviu renstra.pdf (p.8)
	7a SK Renstra.pdf (p.9-11)
	8 Reviu Rentra 1-33.pdf (p.12-44)
	9 Reviu rentra lembar tanda tangan2.pdf (p.45)
	10 JAKWAS-2015-2019.pdf (p.46-53)
	11 PM 91 Tahun_2015.PDF (p.54-71)
	12 PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL lengkap.pdf (p.72-75)
	Perubahan Pertama Piagam Pengawasan.pdf (p.1-3)
	PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.pdf (p.4)

	13 belakang renstra.pdf (p.76)

